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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan melalui bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan beserta saran sebagai berikut : 

1.  Kesimpulan  

a. Bedah estetik semakin menarik minat banyak orang, tidak hanya kaum 

perempuan saja tetapi sekarang banyak kaum laki-laki yang sudah mulai 

tertarik untuk melakukan tindakan bedah estetik karena dinilai merubah 

'hidup' seseorang yang dapat memberikan perasaan tampil dengan lebih 

percaya diri dan lain sebagainya. Pasal 8 (1) UUPK menjelaskan bahwa 

dokter dilarang berpraktek apabila tidak memenuhi atau tidak sesuai 

dengan standar yang dipersyaratatkan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan 

Praktik Kedokteran.  

b. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat diberlakukan 

UUPK terhadapnya, yakni dokter sebagai pelaku usaha dan pasien 

sebagai konsumen. UUPK memiliki tujuan yaitu untuk melindungi 

konsumen yang seringkali posisinya tidak seimbang dengan pelaku 

usaha/pemberi jasa, maka dari itu UUPK ini sangatlah penting dalam 

setiap terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen.  

c. Bedah estetik dapat dikatakan gagal apabila seorang pasien mengalami 

cacat secara medis setelah dilakukannya prosedur bedah estetik dan lebih 

parahnya lagi apabila cacat medis tersebut bersifat permanen, maka perlu 
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diteliti lebih lanjut apakah dokter bedah estetik tersebut telah melakukan 

seluruh prosedur nya sesuai dengan standar yang telah ada atau apakah 

terdapat faktor lain. 

d. Bentuk pertanggungjawaban dokter bedah estetik terhadap pasien atas 

bedah estetik yang gagal berdasarkan UUPK dapat diberlakukan Pasal 

19 ayat (1) dan ayat (2) serta pertanggungjawaban pidana yaitu Pasal 62 

ayat (1) dan ayat (2). 

e. Jenis perjanjian di dalam bedah estetik merupakan inspanning 

verbintenis dikarenakan hasil dari suatu bedah estetik tidak dapat 

diperkirakan maupun diperjanjikan mengingat terdapat berbagai macam 

faktor dari seorang pasien yang mempengaruhi hasil dari bedah estetik 

serta gugatan yang dapat dilayangkan oleh pasien bedah estetik terhadap 

dokter yaitu berdasarkan perbuatan melawan hukum terkait tanggung 

jawab profesional.  

f. Meskipun UUPK tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan 

pasien bedah estetik tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUPK  dan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan 

dan Jasa di Bidang Keseharan, maka UU PK juga dapat diberlakukan 

pada bidang kesehatan.  

 

2.  Saran  

a. Pasien selaku konsumen sangat perlu membaca informed consent dengan 

teliti dan juga menanyakan berbagai macam kemungkinan yang akan 

terjadi kepada dokter dikarenakan jika pasien terburu-buru supaya dapat 

cepat melakukan tindakan bedah estetik maka kemungkinan kerugian 

yang akan dialami pasien di kemudian hari sangatlah tinggi dan sulit 

dibuktikan.  

b. Penulis berpendapat bahwa sangatlah penting baik bagi pasien dan juga 

dokter untuk memahami hukum yang melandasi hubungan hukum antara 
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para pihak supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan 

juga untuk pihak dokter supaya lebih detil dalam mencantumkan luasnya 

cakupan tindakan bedah estetik beserta kewajiban apabila terjadi hal 

yang tidak diinginkan di dalam informed consent terlepas dari prinsip 

best effort yang dianut oleh para dokter.  

c. Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah yaitu untuk segera 

dirancangnya aturan mengenai bedah estetik ini sendiri, karena di 

Indonesia sangatlah minim pengaturan mengenai bedah estetik padahal 

jumlah orang yang melakukan bedah estetik setiap tahun teruslah 

meningkat. Menurut para dokter bedah plastik di Indonesia, bedah estetik 

di Indonesia sudah jauh lebih bagus dan tidak kalah dengan negara-

negara seperti Singapore dan juga Thailand, tetapi dikarenakan aturan 

yang tidak memadai maka dokter bedah plastik ini tidak leluasa untuk 

berpraktik. Hal-hal tersebut yang juga menjadi faktor mengapa semakin 

lama 'klinik kecantikan' semakin banyak. Sehingga apabila Pemerintah 

di kemudian membuat aturan secara spesifik mengenai bedah estetik, 

baik pihak pasien maupun dokter dapat menjalani prosedur dengan lebih 

tenang dan sadar akan akibat hukumnya.   
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